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BAB IV
PEMBAHASAN

. Faktor Penyebab terjadinya Nikah Sirri

Perbedaan pemahaman terhadap ketentuan pencatatan perkawinan dalam

N3y eydiodey @

glndang—Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang cenderung kontradiktif menurut
genulis menjadi faktor awal penyebab masih banyaknya terjadi perkawinan tidak
%ercatat. Kerena kontradiktif ini memicu ketidaktegasan Undang-undang terhadap
Eelaku perkawinan tidak tercatat. Dalam artian tidak adanya hukuman yang tegas
Cterhadap pelaku perkawinan tidak tercatat dan terhadap juru nikah tidak resmi.

Selain perbedaan pemahaman dalam undang-undang,  faktor-faktor
penyebab terjadinya nikah sirri juga disebabkan antara lain adalah :

Pertama, faktor ekonomi baik di Indonesia maupun di Selangor, Faktor
ekonomi merupakan salah satu alasan pasangan suami istri melakukan pernikahan
sirri, faktor ekonomi diantaranya biaya administrasi pencatatan nikah, sebagian
:.-ﬁqasyarakat khususnya yang ekonomi menengah ke bawah merasa tidak mampu

-

m..membayar administrasi pencatatan yang kadang timbul dua kali lipat dari biaya
w

—_

s‘Ei:fesmi.l Beberapa polemik timbul dari masyarakat bahwa biaya pencatatan
:-
¢pernikahan di KUA tidak transparan, berapa biaya sesungguhnya secara normatif.
=

Dalam praktek nya pasangan yang melakukan perkawinan, di kenai biaya yang

eragam. Disamping itu adanya kebiasaan yang terjadi di masyarakat, bahwa

o Aysi1a

rseorang mempelai laki-laki selain ada kewajiban membayar mahar, juga harus
9 5]

E_menanggung biaya pesta perkawinan yang cukup besar (meskipun hal ini terjadi
Y]

= o .

wn 'Widiastuti, “Beberapa Faktor Penyebab Pasangan Suami Isteri Melakukan
sePernikahan di BawahTangan”, Jurnal Eksplorasi Vol. XX (1) tahun 2008, LPPM Slamet Riyadi,
thim. 78-89

o+
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enurut adat kebiasaan), alasan ini pula yang menjadi penyebab laki-laki yang

1D

konominya belum mapan lebih memilih menikah dengan cara diam-diam, yang

eld

—penting halal alias ada saksi tanpa harus melakukan pesta seperti umumnya

spernikahan. Sebagai orang tua juga berasumsi dimana mereka merasa kalau anak

=
Jperempuannya sudah menikah, maka beban keluarga secara ekonomi menjadi

gBerkurang, karena anak perempuannya sudah ada yang menatkahi kehidupannya.

w
e

A Kedua, faktor belum cukup umur. Pernikahan sirri dilakukan karena

E);gdanya salah satu calon mempelai belum cukup umur.” Bagi calon pasangan

c
suami istri yang belum cukup umur menjadi kendala untuk melangsungkan

pernikahan, karena adanya ketentuan umur bagi calon pasangan suami istri yang
ingin menikah. batasan usia nikah yang ada dalam hukum positif Indonesia yang
mengatur tentang pernikahan, yakni Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
ayat (1) jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni calon suami dan istri
berumur 19 tahun”. yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika

?ihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita
Eudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.’ Ketentuan batas usia nikah pada
w

andang-Undang Perkawinan (UUP) ini selanjutnya dijadikan rujukan atau acuan
&ialam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi “Untuk
=

“kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan

SI9

~ealon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan. Adanya pembatasan
-

Sni dimaksudkan agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan, jauh dari perceraian

S

fan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sebab perkawinan dijalani oleh

27
1bid
3Undang-undang Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

nery wisey JureAg uej
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asangan yang dianggap telah matang jiwa raganya. Selain itu, adanya

IOAEH ©

'@embatasan ini akan membantu menghambat tingginya laju kelahiran dan

e

—pertumbuhan penduduk.* Dalam peraturan perundang-undangan Malaysia

smembatasi usia perkawinan minimal 16 tahun bagi mempelai perempuan dan 18

=

%hun bagi mempelai laki-laki. Ketentuan ini berdasarkan UU Malaysia yang

gBerbunyi: Had umur perkahwinan yang dibenarkan bagi perempuan tidak kurang
%ari 16 tahun dan laki-laki tidak kurang daripada 18 tahun. Sekiranya salah
E);georang atau kedua-dua pasangan yang hendak berkahwin berumur kurang dari
Cpada had umur yang diterapkan, maka perlu mendapatkan kebenaran hakim
syariah terlebih dahulu.’

Ketiga, faktor peraturan-peraturan yang disepakati tempat bekerja. Adanya
tempat bekerja yang memberikan syarat tidak membolehkan menikah karena dia
bekerja selama waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati,
atau terkadang juga terjadi karena masih usia sekolah, maka tidak boleh menikah

ulu sampai lulus. Kalau kemudian menikah, maka akan dikeluarkan dari tempat

jgerja atau sekolah, karena dianggap sudah melanggar aturan.
w

Keempat, Interpretasi para pemikir, tokoh, dan ahli hukum terhadap

[ oTure]

encatatan perkawinan yang ada dalam kitab figih dan Undang-undang

I

erkawinan Nomor 1 Tahun 1974, juga menjadi faktor banyaknya praktik nikah

24

rri di Indonesia. Pemikir dan pakar hukum yang kontra dengan pencatatan

.}éSJ

erkawinan berargumen bahwa secara tekstual al-Qur’an dan hadits tidak

* Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta, Rajawali Pers, 2013), hlm.

=)

*Muhammad Rusfi, Hukum Keluarga Islam di Malaysia, (JurnalFakultas Syariah IAIN
ampung: 2013), him.173
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engungkapkan tentang pencatatan perkawinan. mereka berargumen bahwa

1D

alam kitab fiqih, rukun dan syarat perkawinan hanya terdiri dari calon suami dan

eyd

Jstri yang akan melakukan perkawinan, adanya wali dari pihak calon pengantin

swanita, adanya dua orang saksi, dan ijab gabul. Sementara syarat perkawinan,

=
ecara garis besar, ada dua: pertama, laki-laki dan perempuannya sah untuk

(@inikahi. Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi,
w
;ﬁaik karena haram untuk sementara atau selamanya. Kedua, akad perkawinannya

gihadiri oleh para saksi.

Pakar hukum yang kontra mengatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 harus dipisahkan dari Pasal 2 ayat (2). Dengan
adanya pemisahan penafsiran itu, akhirnya mereka menyatakan bahwa pencatatan
perkawinan bukanlah syarat sahnya perkawinan. Oleh karena itu, para pakar
hukum yang kontra menganggap bahwa pencatatan perkawinan hanya sebagai
syarat administratif saja. Perkawinan sah ketika memenuhi persyaratan

%erkawinan yang ditentukan agama dan kepercayaannya. Anggapan bahwa nikah
-
Eirri sah menurut agama, pencatatan itu hanya tertib administrasi. Menurut Ahmad

w
—

a{oﬁq, adanya anggapan yang menyatakan bahwa sahnya sebuah perkawinan
ganya didasarkan pada norma agama sebagaimana disebut dalam Undang-undang
%omor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang
i:nenyebutkan bahwa pencatatan perkawinan tidak memiliki hubungan dengan sah

S-idaknya sebuah perkawinan dipraktekkan sebagian masyarakat dengan
9 5]

=menghidupkan praktek nikah sirri tanpa melibatkan petugas Pegawai Pencatat

Nery wisey JIIeAg uejgn



AVIY VESAS NIN

|B:0

‘nery Bysns NN Jelem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uedinbuad "q

‘nery )sns NN wizi eduey undede ynjuaq wejep 1wl siny eAiey yninjes neje ueibeqgas jyeAueqiadwsw uep ueywnwnbusw Buele|q 'z
‘yejesew mens uenelun neje iUy uesiinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘Yeiw| efiey uesiinuad ‘ueiijeuad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥ynun eAuey uedinbuad e

\l']/'ﬂ

\

B

;lequins ueingeAuswl uep ueywnueduaw edue) iUl siny eAley yninjes neje uelbeges dinbBusw Buele|q ‘|

Buepun-6uepun 1Bunpulg eydio e

197

YeH @

ikah (PPN). Fenomena ini banyak terjadi pada sebagian masyarakat yang masih

1D

erpegang pada hukum perkawinan yang figh sentries. °

Kelima, terjadinya kehamilan diluar nikah, hal ini bisa terjadi sebagai efek

llw elg

>dari pergaulan bebas. Akibat dari pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan,

n

Zyang tidak lagi mengindahkan norma dan kaidah-kaidah agama adalah terjadinya

g%amil diluar nikah. Kehamilan yang terjadi diluar nikah tersebut, merupakan aib
w
;ﬁagi keluarga yang akan mengundang fitnah dari masyarakat. Dari sanalah orang

gua menikahkan secara sirri anaknya dengan laki-laki yang menghamilinya dengan
Calasan menyelamatkan nama baik keluarga dan tanpa melibatkan petugas Pegawai
Pencatat Nikah, tetapi hanya dilakukan oleh mu’allim (ada istilah nikah secara
kiyai) tanpa melakukan pencatatan.

Keenam, kurangnya ilmu dan pemahaman masyarakat tentang munakahat
dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan. Dengan pemahaman
masyarakat yang sangat minim tentang pentingnya pencatatan pernikahan,

dkibatnya mempengaruhi masyarakat tetap melaksanakan pernikahan sirri.
m y peng y p p

"_Adanya anggapan bahwa perkawinan yang dicatat dan tidak dicatat sama saja.
w

g’adahal telah dijelaskan dalam Undang- undang Perkawinan yaitu: "Tiap-tiap
gerkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku (Pasal 2 ayat (1) Undang-
?&indang nomor 1 tahun 1974). Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut
%gama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan

Eaagi mereka yang beragama Katholik, Kristen, Budha, Hindu, pencatatan itu

9 p)
Edilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS)."

®Ibid
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©
an
o
= Ketujuh, faktor sosial, yaitu masyarakat sudah terlanjur memberikan
()
'Es-tigma negatif atau penilaian kurang baik terhadap laki-laki yang menikah lebih

el

=lari satu (berpoligami),” maka untuk menghindari stigma negatif tersebut, seorang
i'aki-laki yang berpoligami tidak mencatatkan pernikahannya kepada lembaga
=

Tesmi. Mereka memilih untuk melakukan pernikahan sirri.

Kedelapan, sulitnya aturan berpoligami. Di Selangor aturan untuk

SNS N

Eoligami temasuk sulit dan harus memenuhi persyaratan untuk poligami, di
gndonesia untuk dilakukannya pernikahan yang kedua, ketiga dan seterusnya
(poligami) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, sesuai dengan syarat
poligami yang dijelaskan dalam Pasal 5 Undang- Undang No 1 Tahun 1974 yaitu
harus mendapat izin dan persetujuan dari istri sebelumnya. Hal ini diharapkan
dapat memperkecil dilakukannya poligami bagi laki-laki yang telah menikah
tanpa alasan tertentu. Dan karena sulit untuk mendapatkan ijin dari istri, maka
akhirnya suami melakukan nikah secara diam- diam atau nikah sirri. Kasus yang
?aling dominan melatar belakangi terjadinya nikah sirri ini adalah ketika seorang
iaki-laki ingin berpoligami harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh
sgjndang-undang, disamping itu juga ketika seorang janda atau duda yang bercerai
gidup ingin melakukan pernikahan yang baru, mereka tidak bisa melengkapi
%yarat administrasi untuk melakukan perkawinan secara resmi atau melakukan
-

Eﬁ;iUA, sehingga mereka melakukan jalan pintas untuk melakukan pernikahan
-

Sanpa dicatatkan (sirri).®
9 5]

"Hijar Cahya Argiansyah, Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Siri Dalam Perspektif
ukum Islam Dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974,hlm. 68

817 .

1bid
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Kesembilan, Pasangan suami istri yang memilih untuk melakukan

12 )3eH ©

'@emikahan sirri, karena prosedur dalam melangsungkan pernikahan tersebut

e

—sangat mudah, dalam prakteknya perwakilan keluarga atau calon pasangan suami

sistri mendatangi tokoh agama yang mereka anggap paham tentang agama dan
gneminta untuk memandu acara akad nikah tersebut, walaupun seorang tokoh
ggama sudah menyampaikan dengan kedua calon tentang ketentuan dan
§onsekuensi nikah sirri tersebut, namun karena mereka sudah saling mencintai
gan pihak keluarga pun mengizinkan pernikahan tersebut, akhirnya pernikahan
Csemacam ini dapat dilaksanakan. Beberapa kasus juga terjadi dalam praktek nikah
sitri, ketika pihak perempuan yang menjadi wali nikah tidak bersedia menjadi
wali nikahnya, maka seorang tokoh agama bertindak sebagi wali yang akan
menikah perempuan tersebut. masih adanya masyarakat yang melakukan nikah
sirri karena tidak ada yang mau mengambil tindakan yang tegas dan sebagainya.

Akan tetapi pernikahan sirri memiliki dampak, baik dari sisi positif maupun sisi

;.’giegatif, hanya saja sisi positif tidak seimbang dengan dampak negatifnya.

-

m

o

—

[

:

(o}

@B. Problematika Pernikahan Sirri di Indonesia dan Malaysia dan
=

:ebi'mplikasinya

(]

E; 1. Problematika Pernikahan Sirri di Indonesia

<

2 Problematika nikah sirri di Indonesia ditandai dengan masih banyaknya
9 5]

e

-pasangan dan kasus nikah sirri di Indonesia, jika dibandingkan dengan beberapa
Y]

?Braktek pernikahan di Indonesia yang termasuk kategori nikah tidak tercatatat,

neny wisey[ jrred
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eperti nikah mut’ah dan nikah misyar, jauh lebih berkembang praktek nikah sirri,

al ini dalam dilihat dari penelitian yang dilakukan Lembaga Swadaya

eydio

Masyarakat (LSM) Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).” yang

smenyatakan pada tahun 2012 sebanyak 25%, masyarakat di Indonesia melakukan

=
‘:;gerkawinan tidak tercatat. Penelitian ini dilakukan di 111 desa dari 17 provinsi.

?enelitian ini menjelaskan bahwa ada beberapa provinsi di Indonesia yang angka
%erkawinan tidak tercatanya sangat tinggi yaitu di atas 50 %. Provinsi-provinsi
gersebut antara lain NTT 78 %, Banten 65%, dan NTB 54%.

= Pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam pasal 2 ayat (2) UU No 1
tahun 1974 yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan
perundang- undangan yang berlaku”. Dalam pasal 2 ayat (2) ini jelas disebutkan
bahwa perkawinan harus dicatatkan. Namun ayat sebelumnya pasal 2 ayat (1)
menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum
masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Ayat ini menyatakan bahwa
%erkawinan telah menjadi sah apabila telah dilaksanakan menurut aturan
ggamanya masing-masing. Dalam hukum Islam, perkawinan telah dianggap sah

—_

e pabila telah terpenuhi syarat dan rukun. Adapun pencatatan perkawinan dalam
:-ljukum Islam tidak termasuk kedalam syarat maupun rukun.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) di atas jika kita pahami, maka akan terlihat

danya dua pemahaman hukum terhadap status perkawinan tidak tercatat dalam

AISI2ATU

Q
= ’PEKKA adalah organisasi non pemerintah lokal, didirikan pada Tahun 1999, bekerja
gtlengan lebih dari 7900 perempuan kepala keluarga melalui jaringan 330 kelompok PEKKA yang
meersebar di delapan provinsi (NAD, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, NTB, NTT,
aluku Utara, dan Sulawesi Tengggara) Anggota PEKKA adalah perempuan yang menjadi kepala
eluarga akibat meninggalnya suami, perceraian, ditinggal, melajang atau menikah namun
$ertanggung jawab atas kehidupan rumah tangga (karena suaminya sakit, atau tidak mampu
Ebekerja atau bekerja di luar negeri dan tidak memberi dukungan keuangan kepada keluarga).
s

nery wisey J
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dEH ©

ndang- undang perkawinan Islam di Indonesia. Pertama pendapat memahami

1D

'@asal 2 UU No 1 Tahun 1974 secara tekstual (norma hukum). Pendapat ini

e

—menyatakan bahwa sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh ketentuan

shukum agamanya masing-masing bukan oleh pencatatan, jadi status perkawinan
%dak tercatat menurut pendapat ini adalah tetap sah. Kedua, pendapat yang
g%‘lemahami pasal tersebut secara kontekstual, yang mendasarkan pemahaman
%erdasarkan asas hukum, atau prinsip hukum. Pendapat ini menyatakan bahwa
E);gahnya perkawinan menurut undang-undang adalah apabila perkawinan tersebut
Cdilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan dicatatkan. Maka
perkawinan yang dilakukan secara agama namun tidak teracatat menjadi
perkawinan tidak sah.'”

Perbedaan dalam memahami hukum inilah yang menjadi problem yang
tentunya berdampak kepada lemahnya aturan hukum terhadap pelaku perkawinan
sirri. Disamping itu Denda sebagai upaya pencegahan terhadap pelaku perkawinan

Hidak tercatat dan juga denda terhadap juru nikah tidak resmi sebagaimana yang

fdiatur oleh pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU No 22 Tahun 1946 hampir tidak

dTURe|s

1oTerhadap Pasal 2 ayat (1) dan (2) terdapat dua pemahaman tetang keabsahan
(Perkawinantidak tercatat. Kelompok pertama mengatakan bahwa perkawinan yang telah sah
=ecara agamameskipuntidak dicatatkan, maka perkawinannya sah. Hal ini dapat dilihat dari
endapat Neng Djubaidah, dalam bukunya yang berjudul: Pencatatan Perkawinan dan
PerkawinanTidakDicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesiadan Hukum Islam. Bagir
anandalamsebuahmakalahpadaacara seminarnasionalyang diadakanMahkamah
:"\gungRepublikIndonesia.MuhammadDaudAli,dalambukunyaHukumIsZam danPeradilan Agama.
bd. Shomad dalam bukunya Hukum Islam: Penormaan Prinsip SyariahdalamHukum Indonesia.
elompok kedua mengatakan bahwa perkawinan yangtelah sah secara agama namun
gfidakdicatatkan, makaperkawinannyatidaksah.Halinidapatdilihatdaripandangan Wasman, dan
aNardah Nuroniyah, dalam buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan Fikih dan
~Hukum Positif”. Mohd Idris Ramulyo dalam bukunya: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan,
ukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam. Ahmad Rofiq dalam bukunya,
(Rembaharuan Hukum Islam di Indonesia. Dan Atho’ Mudzhar dalam bukunya Membaca
“;Selombang Ijitihad: antara Tradisi dan Liberasi.
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ernah diterapkan, bahkan nilai uang dari denda tersebut saat ini sudah tidak
erlaku. Dalam PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanan UU No 1 Tahun 1974
ampir tidak pernah diberlakukan dendanya.

Sanksi yang diatur dalam pasal 6 ayat (2) KHI yang menjadikan

NnYwelgdioyeH o

Eerkawinan tidak tercatat (perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan

?egawai Pencatat Nikah) sebagai perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum

%irasakan tidak cukup sebagai upaya untuk mencegah terjadinya perkawinan tidak

gercatat, karena sanksi tersebut hanya berdampak langsung kepada istri dan

Canaknya sementara laki-laki sebagai pihak yang berkepentingan besar atas

terjadinya perkawinan tidak tercatat hampir tidak terkena sanksi.

Pernikahan merupakan ibadah terpanjang ketika kita bisa memulainya
dengan persiapan, tidak hanya persiapan dari segi agama, namun juga persiapan
dalam memenuhi peraturan yang sudah ditentukan sebelum melaksanakan
pernikahan ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan antara lain :

1. Kedua calon pasangan harus saling memahami dan saling
mencintai, serta juga meminta persetujuan dan restu kedua orang
tua tentang hubungan mereka, ini bertujuan untuk keterbukaan
keluarga kedua belah pihak dan untuk kelengkapan administrasi
surat-menyurat

2. Masing-masing calon mempelai meneliti apakah ada halangan

perkawinan, baik menurut figh munakahat maupun menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Langkah ini sangat

nery wisey JIIeAg uejng jo A}ISISATU) DIWE]S] d}€3S
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perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya penolakan atau
pembatalan perkawinan di kemudian hari.

Bagi calon mempelai dianjurkan mempelajari seluk beluk
kerumahtanggaan, hak dan kewajiban suami istri dan lain
sebagainya.

Calon mempelai juga diharuskan melakukan pemeriksaan
kesehatan bagi calon mempelai wanita diberikan suntikan
imunisasi tetanus toxoid (TT). Langkah ini dimaksudkan untuk
meningkatkan kualitas keturunan dan membangun keluarga yang

sehat.

Secara administrasi pasangan suami/ istri juga ada beberapa hal yang harus

dilengkapi seperti :

1.

2.

nery wisey JIIeAg uejng jo A}ISISATU) DIWE]S] d}€3S
U

Surat keterangan unuk nikah dari kepala desa/lurah (model N1)
Kutipan akte kelahiran/surat kenal lahir/surat keterangan asal usul

dari kepala desa/kelurahan(N2)

. Surat persetujuan kedua calon mempelai(N3)

. Surat keterangan tentang orang tua dari kepala desa/lurah (N4)

Surat izin orang tua (N5)/ Pengadilan Agama bagi calon mempelai
yang berumur kurang 2 1tahun

Surat keterangan kematian suami/istri (N6) bagi duda/janda mati

. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/cerai bagi mereka

yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya UU No 7/1989

(sebelum 1 April1990)
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8. Izin Pengadilan Agama bagi yang akanberpoligami

9. Izin dari pejabat yang berwenang bagi anggotaTNI/POLRI

10. Dispensasi Pengadilan Agama bagi calon suami yang umurnya
kurang dari 19 Tahun dan calon istri kurang dari 16 tahun

11. Dispensasi Camat bagi perkawinan yang dilakukan dalam waktu
kurang 10 hari kerja terhitung sejak pengumuman nikah.

12. Surat keterangan izin dari pejabat yang berwenang dalam hal salah

satu atau kedua calon mempelai berkewarganegaraan asing.

nNeiy e)xsns Nin dillw eydidodeH @

Kartu bukti immunisasi TT1 dan TT2 bagi calonistri.

2.ProblematikaPernikahan Sirri di Negeri Selangor Malaysia

Perkawinan di Negeri Selangor Malaysia, terutama tentang pencatatan
perkawinan, yang sudah diatur dalam Enakmen Undang-undang Keluarga Islam
Negeri Selangor, Enakmen Undang-undang keluarga Islam Negeri Selangor
;:Jﬂ/lalaysia, memberikan ketentuan yang komplit dalam hal pasangan yang tidak
f,_medaftarkan perkawinannya, yaitu dengan memberikan denda atau hukuman bagi

Saasangan yang tidak mendaftarkan perkawinannya, sebagaimana tertuang dalam
[

né]ndang-undang pada bagian II tentang catatan dalam daftar perkahwinan seksyen

u

;{‘2‘2 menyebutkan bahwa:

1. Selepas sahaja akad nikah sesuatu perkahwinan dilakukan, pendaftar
hendaklah mencatatkan butir-butir yang ditetapkan dan ta’liq yang
ditetapkan atau ta’liq lain bagi perkahwinan itu di dalam Daftar

Perkahwinan

neny wisey JureAg uejng jo Ajisx
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2. Catatan itu hendaklah diakusaksi oleh pihak-pihak kepada
perkahawinan itu, oleh wali, dan dua oang saksi, selain daripada
pendaftar, yang hadir semasa perkahwinan itu diakadnikahkan
Catatan itu hendaklah kemudiannya ditanda tangani oleh pendaftar itu.

Proses pecatatan secara prinsip dilakukan setelah akad nikah. Hanya saja

alam prakteknya proses pencatatan ada tiga jenis, diantaranya;''

Pertama, untuk yang tinggal di negara masing-masing pada dasarnya

H BYSNS NIN Yliw eydido yeH @
W

g)encatatan perkawinan dilakukan segera setelah selesai akad nikah, Sebagaimana

Cdalam UU Pulau Pinang pasal 22 ayat (1) dinyatakan,” selepas sahaja akad nikah
sesuatu perkahwinan dilakukan, pendaftar hendaklah mencatat butir-butir yang
ditetapkan dan ta’liq yang ditetapkan atau ta“liq lain bagi perkahwinan di dalam
daftar perkahwinan”.

Kedua, orang asli Malaysia yang melakukan perkawinan di kedutaan
Malaysia yang ada di luar negeri. Untuk kasus ini proses pencatatan secara prinsip
;.?ama dengan proses orang Malaysia yang melakukan perkawinan di negaranya,
::;erbedaannya adalah hanya pada petugas pendaftar, yakni bukan oleh pendaftar
gsli yang diangkat di Malaysia, tetapi pendaftar yang diangkat di kedutaan atau

:-ljonsul Malaysia di Negara yang bersangkutan. perkahwinan boleh diakadkan

u

:'eghengikuti hukum syara oleh pendaftar yang dilantik di bawah seksyen.
Ketiga, orang Malaysia yang tinggal di luar negeri dan melakukan
erkawinan tidak di kedutaan atau konsul Malaysia yang ada di negara

ersangkutan. Proses untuk kasus ini adalah bahwa pria yang melakukan

"L ihat Khoruddin Nasution dan Atho Muzdhar, Hukum Keluarga di Dunia Islam
seModern, Studi Perbandingan dan Keberan akan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih, (Jakarta:
ECiputat Press,2003), hlm. 241

i
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erkawinan dalam masa enam bulan setelah akad nikah, mendaftarkan kepada

IOAEH ©

'@endaftar yang dangkat oleh kedutaan dan konsul terdekat. Apabila yang

e

“bersangkutan pulang ke Malaysia sebelum habis masa enam bulan, maka boleh

sfuga mendaftar di Malaysia.

=

= Pasangan yang melangsungkan pernikahan baik yang tinggal dinegara

g%‘lasing-masing, orang asli Malaysia atau orang Malaysia yang tinggal diluar
%egeri dalam prakteknya masih terdapat pelanggaran-pelanggaran terutama tidak
gnelakukan pendaftaran atau mencatatkan perkawinannya sebagaimana mestinya,
Cdisamping itu juga terdapat beberapa pelanggaran-pelanggaran dalam hal
pernikahan seperti pelanggaran yang berkaitan dengan poligami, melakukan
poligami terbilang rumit dan prosesnya lama, seperti harus melampirkan alasan
mengapa perkawinan poligami itu harus dilakukan alasannya apa, dan bukan
hanya alasan, tapi di perlukan juga izin dari istri pertama, kemudian komitmen
dalam menjalankan tanggung jawab keluarga. 12 Pelanggaran tentang perkawinan
i bawah Umur, perkawinan seorang janda, dan perkawinan yang menggunakan
f,jyali raja atau Wali hakim juga sering terjadi di Malaysia.

Terjadinya pelanggaran pencatatan perkawinan adalah karena Negara

alaysia dalam Undang-undang perkawinan Islam Malaysia, tidak menjadikan

U porure]

I

yendaftaran perkawinan sebagai penentu sah atau tidaknya sebuah perkawinan di
]
Eladapan hukum Negara. Perundang-undangan Malaysia dengan jelas menetapkan
-

Sketentuan syara’ sebagai salah satu penentu keabsahan sebuah perkawinan. Jadi,

12 Pegawai Agama Jajahan Pejabat Hal Ehwal Agama Islam Jajahan Tumpat lawan
harudin bin Hamzah.(2009)

g Ag uelng
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©
an
o
7ah atau tidaknya sebuah perkahwinan ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya
()
éﬁkun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam.
o
3

>€. Analisis UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Enakmen UU

n

}eluarga Islam Negeri Selangor

1. Analisis UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

E)SNG

Peraturan tentang perkawinan di Indonesia sudah diatur dalam salah satu

EJndang-undang perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

ne

perkawinan yang memuat XIV bab dan 67 pasal, pada bab-bab tersebut
membahas antara lain tentang dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan,
pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan
kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta
akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak,
perwakilan, ketentuan ketentuan lain seperti pembuktian asal usul anak,

Perkawinan diluar Indonesia, perkawinan campuran dan pengadilan, ketentuan

1e

n,_i)eralihan, dan bagian terakhir sebagai penutup.
w

Pembahasan dalam penelitian penulis merupakan bagian dari bab pertama

[ oTure]

asal 2 ayat (2) yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan

Iu

erundang- undangan yang berlaku”. Perkawinan yang dilangsungkan harus
]

m;;{,ﬁcatat menurut peraturan yang berlaku, dalam prakteknya masih banyak
-

%asangan suami istri yang melangsungkan pernikahan tanpa legalitas tertulis yang

9 5]
%isa dibuktikan dengan terbitnya buku nikah.
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Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai acuan dasar dalam

12 )3eH ©

pencatatan perkawinan, jika dianalisa Pasal 2 ayat (1) dan (2), maka akan terlihat

e

—adanya dua pemahaman hukum terhadap status perkawinan tidak tercatat dalam

sindang- undang perkawinan Islam di Indonesia. Pertama pendapat memahami
Easal 2 UU No 1 Tahun 1974 secara tekstual (norma hukum). Pendapat ini
g%‘lenyatakan bahwa sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh ketentuan
%ukum agamanya masing-masing bukan oleh pencatatan, jadi status perkawinan
gdak tercatat menurut pendapat ini adalah tetap sah. Kedua, pendapat yang
Cmemahami pasal tersebut secara kontekstual, yang mendasarkan pemahaman
berdasarkan asas hukum, atau prinsip hukum. Pendapat ini menyatakan bahwa
sahnya perkawinan menurut undang-undang adalah apabila perkawinan tersebut
dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan dicatatkan. Maka
perkawinan yang dilakukan secara agama namun tidak teracatat menjadi
perkawinan tidak sah."

Perbedaan dalam memahami hukum ini tentu berdampak kepada lemahnya

turan hukum terhadap pelaku perkawinan sirri, kemudian Undang-undang tidak

JIWE[SE2IE}S

13Terhadap Pasal 2 ayat (1) dan (2) terdapat dua pemahaman tetang keabsahan
(Perkawinantidak tercatat. Kelompok pertama mengatakan bahwa perkawinan yang telah sah
=ecara agamameskipuntidak dicatatkan, maka perkawinannya sah. Hal ini dapat dilihat dari
endapat Neng Djubaidah, dalam bukunya yang berjudul: Pencatatan Perkawinan dan
PerkawinanTidakDicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesiadan Hukum Islam. Bagir

anandalamsebuahmakalahpadaacara seminarnasionalyang diadakanMahkamah
:"\gungRepublikIndonesia.MuhammadDaudAli,dalambukunyaHukumIsZam danPeradilan Agama.

bd. Shomad dalam bukunya Hukum Islam: Penormaan Prinsip SyariahdalamHukum
andonesia. Kelompok kedua mengatakan bahwa perkawinan yangtelah sah secara agama namun
gfidakdicatatkan, makaperkawinannyatidaksah.Halinidapatdilihatdaripandangan Wasman, dan
aNardah Nuroniyah, dalam buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan Fikih
etdan Hukum Positif”. Mohd Idris Ramulyo dalam bukunya: Hukum Perkawinan, Hukum

ewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam. Ahmad Rofiq
dalam bukunya, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia. Dan Atho’ Mudzhar dalam bukunya

“eMembaca Gelombang ljtihad: antara Tradisi dan Liberasi.
D
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©
an
o
“memuat tentang hukuman bagi pelaku yang melakukan perkawinan tidak
()
'@icatatkan, sehingga dengan berbagai faktor dan alasan pernikahan tidak dicatat
o
—atau nikah sirri ini masih saja dilakukan dan bahkan semakin berkembang di
i'ndonesm Disamping itu, secara tidak langsung oleh pemerintah melalui
=

:ZKemendagri memfasilitasi pasangan nikah sir7i untuk pembuatan kartu keluarga
giengan kemudahan secara administrasi salah satunya bagi pasangan yang sudah
%elakukan nikah sirri cukup membawa surat pernyataan pernikahan mereka atau
§urat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Sehingga ketentuan yang
Cada dalam undang-undang tersebut tidak memberikan efek terhadap pasangan
nikah sirri tersebut.

Indonesia sebenarnya pernah membahas hukuman bagi pelaku yang
melakukan perkawinan sirri ini dalam putusan yang ditetapkan oleh Menteri
Agama Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 yang isinya berupa sanksi bagi
pelaku yang tidak mencatatkan perkawinannya, dan menjatuhkan talak serta rujuk
;.?ang tidak dicatatkan.

Pada pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 yang

erbunyi “barangsiapa yang melakukan akad nikah dengan seseorang perempuan

uge[sy 33

JI

ctidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada pasal 1 ayat (2) atau
=

s 14

:.{v'vakilnya, dihukumi denda sebanyak Rp.50,-(lima puluh rupiah)” . pada pasal 3
]
Eni merupakan pelanggaran administrasi, bukan hukuman atau pidana kejahatan,

Eaanya saja undang-undang berlaku bagi wilayah yang berada diluar wilayah Jawa

“Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946

Nnery wisey JIIeAS uejjng
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an Madura."” Kemudian pada tanggal 21 November 1946 di keluarkan Undang-

dioyeH o

ndang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang penetapan berlakunya Undang-undang

epublik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan

Uy e}

ujuk di seluruh daerah Jawa dan Madura.

Undang- undang Nomor 22 tahun 1946 dalam pasala pasal 3 ada beberapa
oin yang bisa diambil antara lain :

1. Apabila seseorang menikah atau melakukan talak atau rujuk tanpa

melakukan pencatatan kepada pegawai pencatat Nikah di KUA, maka

NElY EXSRES NIN

akan dikenai denda sebesar Rp.50,- sampai dengan Rp.100,- atau
kurungan bagi yang menikahkan di bawah tangan.

2. Bagi pihak PPN pun akan dikenai denda Rp.100,- atau kurungan
paling lama 3 bulan apabila menerima bayaran lebih dari biaya
administrasi yang ditetapkan.

Menurut Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 74K/Sip/1969,

;.?ertepatan tanggal 14 Juni 1969, bahwa nilai dari uang itu harus disesuaikan

::-dengan harga emas. harga emas di anggap Rp. 2,- per gram dibagi dengan denda
g{p.SO,- sama dengan 25 gram emas atau denda Rp. 100 sama dengan 50 gram
gmas . jika hitungannya adalah penjatuhan denda : Rp. 50,- bagi pasangan yang
%helanggar asumsi harga emas saat itu Rp.2,- per gram Total sama dengan 25 gram
-

%mas asumsi harga emas saat ini Rp.300.000 per gram total denda saat ini adalah
-

Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus rupiah).

' Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah,
alak, dan Rujuk

IIEAG ue}ng

nery wisey J
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Peraturan lain dalam sejarah di Indonesia juga sudah melakukan

embaharuan dalam aturan terkait sanksi bagi pelaku yang melakukan perkawinan

e}diodeH ©

—yang tidak dicatatkan yaitu tentang sanksi pemidanaan bagi orang yang
%elakukan perkawinan yang tidak dicatatkan, dan hal ini di atur di dalam RUU
gHMPABP yaitu Rancangan Undang-undang Hukum Materil Peradilan Agama di
?idang Perkawinan. Yang termaktub di dalam pasal 143 yang bunyi sebagai
%erikut : ”setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di
gadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1)
Cdipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)
atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan.'®

Kemudian dipasal 148 menyatakan bahwa: “pejabat pencatat Nikah yang
melanggar kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dikenai hukuman
kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.12.000.000,-
(dua belas juta rupiah)”, pada pasal 148 ini hukuman ini bagi pejabat pencatat

;.?ikah yang melakukan pelanggaran terhadap kewajibanya.'’

Sebenarnya dengan adanya undang-undang No.1 tahun 1974 dan Undang-

BIST 23

Bmdang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956, jika

'éisa diberlakukan secara maksimal dinegara Indonesia, maka praktek nikah sirri
=
Eﬁkan bisa dihilangkan, sehingga pencatatan perkawinan akan bisa ditertibkan dan

]
%erj alan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penulis setuju jika undang-undang di
<

Sndonesia diberlakukan sebagaimana Undang-undang yang berlaku di Malaysia,
9 5]

idalam undang-undang tersebut langsung memuat sanksi atau penalty bagi yang

' Draft RUU HMPABP pasal 143
17 Draft RUU HMPABP Pasal148

nery wisey JuredAg uej
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©
an
o
“melakukan kesalahan, hukum yang ketat, jelas aturanya dan benar-benar
()
'@itegakkan tidak adanya kelonggaran hukum, sehingga orang-orang juga bisa

ematuhi aturan yang berlaku itu, ditambah lagi dengan adanya RUU HMPABP

Iy e

stni bisa dijadikan solusi bagi orang yang melakukan perkawinan yang tidak

n

gicatatkan, karena hukuman yang dibuat ini diharapkan bisa membuat efek jera
g%epada masyarakat yang masih melakukan pelanggaran-pelanggaran terutama

w
@alam pencatatan perkawinan di Indonesia.

g Akibat yang timbul dari nikah sirri ini, berdasarkan Peraturan Pemerintah
CNomor 9 Tahun 1975 pasal 3, suatu pernikahan yang terjadi tanpa melibatkan
negara yang berwenang adalah hal yang terlarang. Maka, pernikahan tersebut
tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang akan berakibat satu pihak
dirugikan baik itu suami atau istri yang kemudian tidak akan dapat perlindungan

hukum. Kasus yang sering terjadi dalam nikah siri akibat tidak adanya

perlindungan hukum adalah istri dan anak yang berpotensi menjadi korban secara

=.
o,
=
wn

g
o

—

Dampak kerugian secara yuridis formal diantaranya, pernikahan sirri

ISI 23¢e

idaklah sah, sekalipun pernikahan tersebut dilakuakan sesuai aturan agama dan

uLe

epercayaannya masing-masing. Tetapi, pernikahan tersebut tidak memiliki

[91

Iu

erlindungan hukum selama tidak dilakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama
]
m;;{,1an Kantor Catatan Sipil. Jika dari pernikahan di bawah tangan melahirkan anak,
-

Snaka secara perdata anak tersebut hanya menjadi tanggung jawab ibunya saja

9 5]
%dak ada hubungan dengan bapaknya dan tidak dapat meminta tanggung

e

a?wabnya. Bahkan anak tersebut tidak mendapatkan warisan dari bapaknya sendiri

neny wisey[ jrred
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Walaupun sudah banyak diketahui bahwa pada prinsipnya nikah sirri

erugikan kaum perempuan, jika ditelusuri secara mendalam hampir tidak ada

elgm NEH 6O

lampak yang signifikan atau dampak yang berakibat berat terhadap laki-laki atau

>dalam posisi menikah yaitu suami, dalam hal ini justru suami banyak diuntungkan
%eperti suami memiliki kebebasan ketika memiliki niat atau keinginan untuk
g%‘lenikah lagi karena sudah dipaparkan bahwa status nikah siri ini tidak diakui oleh
%ukum, kemudian suami bisa saja menghindar bahkan tidak sama sekali
gnemberikan nafkah yang seharusnya menjadi kewajiban yang diberikan kepada
Cis‘[ri dan anak, serta suami tidak akan direpotkan dengan pengurusan warisan dan
harta gono gini. Seharusnya ini menjadi pertimbangan bagi mereka yang akan
menikah secara sirri khususnya terhadap pihak perempuan, selain  pihak
perempuan yang dirugikan dari pernikahan sirri, anak-anak yang dilahirkan dari
perkawinan tersebut juga mendapat imbasnya mereka tidak berhak menuntut
natkah ataupun warisan dari ayahnya.

Secara garis besar, perkawinan yang tidak dicatatkan sama saja dengan

embiarkan adanya kehidupan bersama di luar perkawinan, dan ini sangat

WLe[SE23e3S

erugikan para pihak yang terlibat terutama perempuan, terlebih lagi kalau sudah

da anak-anak yang dilahirkan. Mereka yang dilahirkan dari orang tua yang hidup

ersama tanpa dicatatkan perkawinannya, ibarat anak luar kawin yang hanya

SIdAIU(Y, DI

smempunyai hubungan hukum dengan ibunya, dalam arti tidak mempunyai
-

Shubungan hukum dengan bapaknya. Dengan perkataan lain secara yuridis tidak

ngS

=smempunyai bapak.

nery wisey JireAg uej
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Sebenarnya, tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk harus mencatatkan

erkawinan ke Kantor Urusan Agama. Dalam artian, jika kita tidak mencatatkan

e}diodeH ©

—perkawinan, bukan berarti kita melakukan suatu kejahatan. Namun jelas pula

iahwa hal ini memberikan dampak atau konsekuensi hukum tertentu yang

n

%hususnya merugikan perempuan dan anak-anak. Merugikan anak yang terlahir
(@ari perkawinan sirri, Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan
%eluarga ibu Sebagaimana disebutkan dalam pasal 42 dan 43 UU Perkawinan.
§edangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Ini artinya anak tidak
Cdapat menuntut hak-haknya dari ayah. Dengan dilahirkan dalam perkawinan yang
tidak dicatatkan, kelahiran anak menjadi tidak tercatatkan pula secara hukum dan
hal ini melanggar hak asasi anak (Konvensi Hak Anak). Sehingga hasil anak anak
ini berstasus anak di luar perkawinan.

Praktek nikah siri tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat yang
awam hukum, berpendidikan rendah, atau golongan ekonomi menengah ke bawah
;.?aj a, tetapi juga banyak terjadi di lingkungan masyarakat terpelajar yang

-

m,_memahami hukum, ataupun di lingkungan masyarakat golongan menengah ke atas

w
—

= ang secara ekonomi bisa dikatakan sangat mapan. Tidak jarang ditemui

I

&iikalangan masyarakat umum, mahasiswa, artis, ulama bahkan para pejabat.
Muncul beberapa dugaan tentang alasan mengapa nikah siri dengan segala

sikonya masih juga dijadikan sebagai alternatif. Di kalangan masyarakat yang

30 &%SJBA!U

wam hukum dan masyarakat ekonomi lemah, bisa dimungkinkan karena
eterbatasan dana, sehingga dengan prosedur yang praktis tanpa dipungut biaya,

ernikahan bisa dilaksanakan. Bila dilihat dari aspek agama, ada kemungkinan

nery wisey jrredgueyng
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arena khawatir melakukan dosa dan terjebak dalam perbuatan maksiat, maka
ernikahan dengan prosedur yang cepat dan dianggap sah telah memberikan
etenangan batin tersendiri.'®

Meskipun kita ketahui bahwa sudah ada undang-undang yang

NNl erdio yey @

}nengatumya, akan tetapi kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada
g%‘lasyarakat karena sejak dibentuknya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo
:J’%Jndang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tersebut tidak pernah diberlakukan atau
?iterapkan oleh pemerintah dan penegak hukum secara nyata dan jelas terutama

c
Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama yang mengurus tentang

Perkawinan.

2. Analisis Enakmen UU Keluarga Islam Negeri Selangor

Setelah terjadinya pembaharuan Undang-undang Keluarga Islam Malaysia,
Undang-undang keluarga Islam yang berlaku di Malaysia dibagi menjadi dua
n&?elompok besar yaitu Undang-undang yang mengikuti akta persekutuan yakni
E%elangor, Negeri Sembilan, pulau Pinang, Pahang, Perlis, Terengganu, Serawak
an Sabah. Kelantan, Johor, Malaka, dan Kedah meskipun dicatat banyak
ersamaannya tetapi ada perbedaan yang cukup menyolok , yakni dari 134 pasal

ang ada terdapat perbedaan sebanyak 49 kali."

Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Selangor, merupakan sebuah
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8Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria, Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukummnya
gai Perempuan, (Penelitian, 2008), hlm. 26

“Khoiruddin Nasution, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan
an Keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Figih, (Jakarta :Ciputat Press,2003) him.22

Agarejing
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¥EH O

arriage and Divorce Enacment 1885 yang telah dikompilasikan membentuk

1o

nakmen Pentadbiran Undang-undang Islam Selangor 1952. Kemudian

iperkemaskan antara tahun 1976 hingga tahun 1980, sebelum dibentuk enakmen

|1 Bl

“keluarga Islam Selangor 1984, yang menjadi asas kepada enakmen keluarga Islam

n

éelangor 2003. Pengemasan keluarga Islam telah dibuat semuala sejak awal 1980

(@iselumh Malaysia, termasuk Selangor, pemerintah Malaysia telah mewujudkan
w
jawatankuasa teknikal Undang-undang syarak dan Sivil yang diketahui oleh Prof.

m&hmad Ibrahim, seorang akar Undang-undang yang terkenal di Malaysia dan
CSingapura. Aspek yang terpenting yang dimasukkan dalam penyusunan semula
undang-undang keluarga Islam di Malaysia adalah undang-undang poligami yang
mengikuti model Ordinans Undang-undang Perkahwinan Islam Pakistan 1960.
Hasil dari pembahasan jawatan kuasa tersebut adalah diterapkan sebagai hukum
keluarga Islam disemua Negara bagian di Malaysia, bermula dengan Enakmen
Keluarga Islam Kelantan 1983, sedangkan di Selangor dibuat pada tahun 1984.%
%nakmen ini berisi Sembilan perkara utama yaitu perkahwinan, pendaftaran
::;erkahwinan, sanksi pelbagai peruntukan berhubung dengan akad nikah dan
gendaftaran perkahwinan, pembubaran perkahwinan, nafkah istri, anak-anak dan
Zain-lain, hak penjagaan (hadhanah), periktirafan perkawinan luar Negara,
?g('esahtarafan anak dan sanksi-sanksi yang lain. Selanjutnya dibuat perbaikan

-

Eermasuk soal poligami dengan ketetapan suami hanya perlu mendapat izin kadhi
-

Satau jika tidak boleh dengan imam muki, peraturan ini ditetapkan berdasarkan

c:erinsip sadd ad-dzara’i untuk memastikan keadilan kepada istri, setelah tahun

Ague

2 Zaini Nasohah, Perkembangan Undang-undang Keluarga Islam di Malysia, dalam
Hsu Syariah & Undang-undang Siri (Bangi: Penerbitan Jabatan Syariah , 2014), him. 82-86

I
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002 satu usaha untuk menyelaraskan enakmen keluarga Islam di Malaysia telah

ibuat tambahan keputusan Majlis Raja-raja pada tanggal 1 Agustus 1997 yang ia

eragamkan. Tanggal 23 Maret 2001 majelis Raja-raja memutuskan supaya semua

lHw e1dio 3eH ©

sindang-undang Islam meliputi pentadbiran agama Islam, undang-undang keluarga

n

:Zl'slam, undang-undang keterangan makhkamah syariah, undang-undang tatacara
(d%nayah dan undang-undang tatacara mal diseluruh Malaysia diseragamkan.

w

g&khimya enakmen keluarga [slam Selangor 2003 dapat diwujudkan.
A

= Kandungan Enakmen keluarga Islam Selangor 2003 adalah sebagai
Cberikut:

1. Bagian I Permulaan terdiri dari 6 seksyen

2. Bagian II Perkahwinan yang berisi tentang orang yang boleh
mengakadnikahkan, umur minimum untuk perkahwinan, pertalian
yang melarang perkahwinan, orang dari agama lain, perkahwina tak
sah, perkahwinan yang tidak boleh didaftarkan, persetujuan
dikehendaki, perkahwinan seorang perempuan, pertunangan,
permohonan untuk kebenaran berkahwin, mengeluarkan kebenaran
berkahwin, rujukan dan tindakan hakim syar’i, kebenaran perlu
sebelum akad nikah tempat berkahwin, maskahwin dan pemberian,
catatan dalam daftar perkahwinan, poligami, akad nikah perkahwinan
di Kedutaan.

Bagian III tentang pendaftar perkahwinan terdiri dari seksyen 25

sampai 34
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4. Bagian IV tentang penalty dan pelbagai peruntukan terdiri dari 35
sampai 44

5. Bagian V tentang pembubaran perkahwinan yang terdiri dari syeksen
45 sampai 59

6. Bagian VI tentang nafkah istri, anak-anak dan lain- lain terdiri dari
syeksen 60 sampai 81

7. Bagian VII tentang penjagaan terdiri dari syeksen 82 sampai 108

8. Bagian VIII tentang pelbagai terdiri dari syeksen 109 sampai dengan

nNeiy e)xsns Nin dillw eydidodeH @

123

9. Bagian IX tentang penalty terdiri dari syeksen 124 sampai 134

10. Bagian X tentang Am terdiri dari syeksen 135 sampai dengan 137.

Negara Malaysia merupakan negara yang amat ketat hukumnya dalam
menerapkan pencatatan perkawinan, meskipun begitu tetap saja banyak yang
melakukan perkawinan tanpa kebenaran KUA. bagi orang yang tidak
n%ilendaftarkan perkawinannya itu akan dikenai sanksi berupa denda RM.1000
getara dengan uang Indonesia Rp. 3.400.000,- atau penjara 6 (enam) bulan atau

guga bisa kedua-duanya dilihat dari kasusnya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam

nénakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003, pada bagian II

u

E'entang catatan dalam daftar perkahwinan seksyen 22 menyebutkan bahwa:

1. Selepas sahaja akad nikah sesuatu perkahwinan dilakukan, pendaftar
hendaklah mencatatkan butir-butir yang ditetapkan dan ta’liq yang
ditetapkan atau ta’liq lain bagi perkahwinan itu di dalam Daftar

Perkahwinan
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2. Catatan itu hendaklah diakusaksi oleh pihak-pihak kepada
perkahawinan itu, oleh wali, dan dua oang saksi, selain daripada
pendaftar, yang hadir semasa perkahwinan itu diakadnikahkan

3. Catatan itu hendaklah kemudiannya ditanda tangani oleh pendaftar

21

1tu.

Ketentuan tersebut diperkuat dengan adanya hukuman dan denda (penalti)

SNS NINY!lw eydid ey @

;ﬁagi yang melanggar dan dianggap melakukan kesalahan sebagaimana tertuang
galam bahagian IV pada seksyen 40 nomor (2) yang berisi: “Seseorang yang
berkahwin atau berbuat sesuatu yang berupa sebagai akad nikah atau yang
menjalani sesuatu cara akad nikah dengan sesiapa jua berlawanan dengan mana-
mana peruntukan bahagian II adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah
dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi 6
bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.”

Undang-undang keluarga Islam Negeri Selangor tidak hanya memberikan
;‘.?ukuman atau denda kepada pasangan yang melakukan kesalahan dalam masalah
::;erkawinan yang tidak didaftarkan, namun juga bagi yang melakukan poligami

—_

ganpa izin. Kesalahan tentang berpoligami ini sering sering terjadi di masyarakat,

(9

éeperti yang kita ketahui di Malaysia untuk melakukan poligami terbilang rumit

u

- . . .
<dan prosesnya lama, seperti harus melampirkan alasan mengapa perkawinan

SI9

=poligami itu harus dilakukan alasannya apa, dan bukan hanya alasan tapi di

A

%erlukan juga izin dari istri pertama, kemudian komitmen dalam menjalankan

S

&anggung jawab keluarga. kesalahan yang terjadi di masyarakat adalah suami

210p.Cit. Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003
2
1bid
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an
o
“Mmelakukan poligami tanpa izin dari istri yang pertama, hal itu dilakukan agar tidak
()
'ierj adi pertengkaran antara istri pertama dan kedua. karena itu poligami dilakukan
o
Zfanpa izin istri dan hal ini melanggar Seksyen 40 dan seksyen 123 Akta Undang-
%ndang Keluarga Islam (wilayah-wilayah persekutuan) 1984, apabila dilakukan
=
Euatu perkawinan itu dengan siapa pun yang dilarang di bagian II akan dikenai
?Iukuman.
w
e

A Kesalahan yang berkaitan dengan akad perkawinan untuk aturan ini telah

?i jelaskan di seksyen 40 Undang-undang Keluarga Islam bahwa perkawinan itu
Chendaklah dilakukan di hadapan prgawai pencatat nikah, apabila hal ini dilanggar
maka sudah pasti akan di kenai denda RM 1000 atau penjara tidak melebihi 6
(Enam) bulan.

Beberapa ketentuan bagi pasangan yang tidak mendaftarkan
perkawinannya, mereka juga tidak akan mendapatkan bagian hak mereka
sebagaimana hak warga negara pada umumnya dalam hal mendapatkan bantuan,

;.?eperti pembagian zakat. Terjadi sebuah kontradiksi antara ketentuan mengenai
n,_helanggaran-pelangagaran terkait dengan pendaftaran perkawinan dengan
w

—_

S.Jndang-undang perkawinan Malaysia menyebutkan bahwa tidak diperkenankan

(9
™

gnenganggap sebuah perkawinan tidak sah di hadapan hukum Negara hanya

=
:‘egiarena tidak didaftarkan. Hal ini dapat dilihat pada seksyen 34 yang berbunyi:
]
E‘-Kesan pendaftaran di sisi undang-undang tiada apa-apa jua dalam akta ini atau

Salam kaedah-kaedah yang dibuat di bawah akta ini boleh ditafsirkan sebagai
9 5]

=menjadikan sah atau tidak sah mana-mana perkahwinan yang selainnya sah atau

JEN

e

(Hdak sah semata-mata oleh sebab ia telah didaftarkan atau tidak didaftarkan”.
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Persoalan hukum agama (syara’) sebagai penentu sahnya perkawinan tidak

dioyeH o

erlalu menjadi polemik di kalangan pakar hukum keluarga di Malaysia. Dalam

el

—prakteknya perkawinan yang telah dilakukan menurut ketentuan hukum syara’,

shamun tidak didaftarkan melalui petugas pendaftaran yang resmi dianggap
%ebagai perkawinan yang bersalahan dengan undang-undang atau juga sering
(@iistilahkan dengan perkawian tanpa kebenaran. Karena perkawinan tersebut
%ianggap menyalahi ketentuan seksyen (pasal) 25 UU Keluarga Islam Wilayah
?ersekutuan tentang keharusan mencatatkan perkawinan. Salah satu menjadi
Cpolemik dalam perkawinan orang Islam di Malaysia adalah ketentuan yang
terdapat dalam pasal Seksyen (Pasal) 12 ayat (1) dan (2), yang mana ayat 1
menyatakan bahwa perkawinan yang menyalahi ketentuan perudang-undangan
tidak boleh didaftarkan/dicatatkan

Walaupun dalam Enakmen Undang-undang keluarga Islam Selangor
memberikan hukuman atau penalty terhadap pencatatan perkawinan cukup ketat,
;.?amun pelanggaran atau kesalahan yang sering terjadi adalah tentang perkawinan
::.holigami, disamping masih ada juga yang melakukan perkawinan yang tidak
%idaftarkan.23 Sementara ayat berikutnya (ayat 2) memberikan pernyataan bahwa
gerkawinan yang telah sah menurut hukum syara’, meskipun perkawinannya

=
ghenyalahi ketentuan peraturan perudang-undangan boleh untuk didaftarkan

SI9

~dengan terlebih dahulu melalui proses persidangan di pengadilan.**

Ins jo A

23Seksyen 12ayat(1 )UUKIberbunyi"Sesuatuperkahwinanyan gbersalahan dengan Akta
':hl tidak boleh didaftarkan di bawah Akta ini”.

Seksyen 12 ayat (1) UUKI berbunyi “Walau apa pun subseksyen (1) dan tanpa
(Kten]ejaskanseksyen4()(2) sesuatu perkahwinanyangtelahdiupacarakanberlawanan denganmana-
~enanaperuntukan Bahagian ini tetapi sebaliknya sah menglkut Hukum Syara' boleh didaftarkan di
ﬁwawah Akta ini dengan perintah daripada Mahkamah.’

nery wisey I
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Dalam Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan)
984, seksyen 12 ayat (1) mengatur bahwa perkawinan apapun yang dalam

rakteknya menyalahi ketentuan perudang-undangan maka perkawinan tersebut

Il eydioyeH 6

stidak boleh didaftarkan/ dicatatkan. Namun ayat berikutnya yaitu seksyen 12 ayat

n

22) membolehkan mendaftarkan perkawinan meskipun menyalahi ketentuan
gemndang-undangan asalkan perkawinan tersebut sesuai menurut hukum syara’

w

ofhukum Islam).

g Dari seksyen 12 ayat (1) dan (2) terlihat saling bertentangan antara ayat 1
Cdan 2, yang mana satu sisi melarang mendaftarkan perkawinan yang menyalahi
ketentuan perundang-undangan disisi lain membolehkan mendaftarkan
perkawinan yang menyalahi ketentuan perundang-undangan asalkan
perkawinannya sesuai secara hukum syara’. Kebolehan mendaftarkan perkawinan
yang menyalahi peraturan perudang-undangan turut menjadi penyebab banyaknya

masyarakat Malaysia yang melakukan perkawinan.

Kebolehan mendaftarkan perkawinan yang menyalahi ketentuan

£31¢318

erundang-undangan telah menjadi polemik dalam kajian hukum keluarga di

alaysia. Satu sisi kebolehan mendaftarkan perkawinan tersebut dianggap

s

enjadi penyebab banyaknya masyarakat memilih melakukan perkawinan di luar

3"

ATU

iegeri (Thailand) sebagai upaya mencari jalan pintas guna menghindari atuaran

SI9

-perundang-undangan, yang mana pada akhirnya perkawinan yang dilakukan di
-

Suar negeri tersebut dapat dilegalkan setelah melalui proses persidangan di
9 5]

fMahkamah. Namun disisi lain kebolehan mendaftarkan perkawinan tersebut

e}

%dalah solusi/ jalan terbaik agar tidak banyak beredar di masyarakat perkawinan

neny wisey[ jrred
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ang tidak diakui oleh Negara, sehingga tidak terjadi pembiaran dari Negara atas

erlangsungnya perkawinan illegal di tengah-tengah masyarakat.”

Setelah memperhatikan beberapa problematika pernikahan sirri baik di

llw e1gdioYyeH 0

ndonesia mauun di Negeri Selangor Malaysia serta analisis Undang-undang

n

:ZN omor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Enakmen Undang-undang Keluarga
g)slam Neneri Selangor terkait pencatatan perkawinan, praktek pernikahan sirri
%wsih saja dilakukan oleh lapisan masyarakat serta Undang-undang perkawinan di
gndonesia yang memuat poin pencatatan perkawinan yang mengatur terkait
Cpencatatan perkawinan tidak menjadi faktor yang bisa mengurangi terjadinya
pernikahan sirri, penulis berkesimpulan salah satunya karena tidak adanya
hukuman atau denda terhadap pasangan nikah sirri. Di Negeri Selangor walaupun
sudah ditetapkan sanksi atau dendanya, namun dalam Undang-undang namun
terdapat kelemahan bahwa pendaftaran perkawinan bukanlah menjadi salah satu
keabsahan dalam melakukan perkawinan sebagaimana tertuang dalam seksyen 34
;.?ang berbunyi: “Kesan pendaftaran di sisi undang-undang tiada apa-apa jua dalam
gkta ini atau dalam kaedah-kaedah yang dibuat di bawah akta ini boleh ditafsirkan

—_

%ebagai menjadikan sah atau tidak sah mana-mana perkahwinan yang selainnya

i

0 h atau tidak sah semata-mata oleh sebab ia telah didaftarkan atau tidak
=

:‘egiidaftarkan”.

]

E; Oleh sebab itu menurut penulis, jika praktek nikah sirri ini mau
e

,?dihapuskan terutama di Indonesia maka, Undang-undang perkawinan harus

S

Edilengkapi dengan ketentuan hukuman atau sanksi yang tegas bagi pasangan yang

25DiMalaysiaperkawinandapatdisahkankalaumemenuhirukundansyaratsyar’ I,
*s$ebaliknyaperkawinanyangtidak ~ memenuhirukundansyarat makawajibdifaragq.

S uey
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JEeH @

elakukan nikah sirri ini, Sebagai solusi atau jalan keluar dari munculnya

-ermasalahan—permasalahan akibat nikah sirri, selanjutnya adanya upaya dari

e1dio

dembaga berwenang terlebih dahulu untuk mensosialisasikan mengenai

spentingnya pencatatan pernikahan dan dengan adanya aturan tegas mengenai

=
Eanksi yang berkaitan dengan nikah siri.

w
c
W

@asal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU

Sanksi Pertama, dapat merujuk kepada sanksi pidana yang terdapat dalam

mzlzlomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi:

(1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan
yang berlaku, maka:

a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10
ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda
setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

b. Pegawai Pencatatan melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7,
8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan
hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi
tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

(2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas merupakan
pelanggaran

Sanksi Kedua, merujuk kepada Rancangan Undang-undang Hukum

ateril Peradilan Agama di Bidang Perkawinan (RUU HMPABP). Dalam pasal

II.[EEI 2je}g

L1

143 yang bunyi sebagai berikut : ”setiap orang yang dengan sengaja

J

[gn

elangsungkan perkawinan tidak di hadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana

imaksud dalam pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak

A9 A

p.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam)

jo fy1s

ulan. Dalam pasal 148 menyatakan bahwa: “pejabat pencatat Nikah yang

HNG
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w
“«kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.12.000.000,-

Nery wisey JiIe
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©
an
o
Adua belas juta rupiah)”, pada pasal 148 ini hukuman ini bagi pejabat pencatat

1D

ikah yang melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya .

Sanksi ketiga, Putusan yang ditetapkan oleh Menteri Agama Undang-

1w eyd

sundang Nomor 22 Tahun 1946, pada pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “barang siapa

n

Zyang melakukan akad nikah dengan seseorang perempuan tidak di bawah
gengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya,
%ihukumi denda sebanyak Rp.50,-(lima puluh rupiah)”. Ketetntuan sanksi tersebut
?iatas sesungguhnya tinggal mengimplementasikan di Negara Indonesia.

Selain dari pada denda atau sanksi, alternatif lain yang penulis tawarkan
baik di Indonesia maupun di Negeri Selangor Malaysia antara lain adalah:

1. Sebelum Terjadi Perkawinan Sirri

Pertama, bagi para remaja dan calon pasangan yang belum kawin, atau
akan menikah serta orang tua perlu penyuluhan hukum agar supaya sadar hukum.
Dengan memberikan sosialisasi ke masyarakat akibat dan kerugian dari

Perkawinan sirri untuk membangun kesadaran hukum. Tujuannya agar

1e

n . o SE—
Jperkawinan sirri tidak terjadi di masyarakat secara terus menerus.

Kedua, untuk kepentingan masa depan, bagi masyarakat yang terlanjur

(yorweys

elakukan perkawinan sirri perlu mengadakan program itsbat nikah oleh

a%{u

{ementerian Agama. Kementerian Agama punya program untuk mendata seluruh

asyarakat yang tidak memiliki akta nikah, kemudian diisbatkan oleh pengadilan

30 &;ésx

engan biaya yang ditanggung oleh pemerintah. Butuh dana besar, tenaga serta

aktu. Caranya dengan datang ke Pengadilan Agama, mengikuti sidang,

Nery wisey JIILAG uelng
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an
o
Zelanjutnya Pengadilan Agama akan mencatat tanggal pernikahan dan
()
Tmenerbitkan buku nikah.

Ketiga, bagi pasangan yang baru saja terlanjur melakukan nikah sirri

®hiTw e}

sdanbelum punya anak, pengesahan perkawinannya dengan cara mengulang
erkawinan atau dicatat di Kantor Urusan Agama setempat.

Keempat, memberdayakan Kantor Urusan Agama (KUA), atau pihak

SNS Nd N

;ﬁerwenang untuk melakukan fungsi pengawasan. Kantor Urusan Agama perlu

d

anenyebarkan pengawas guna memantau pasangan yang menikah agar memiliki

ne

surat nikah. Apabila tidak ada surat, istri dihimbau segera minta surat nikah.
Dengan begitu mereka datang mengurusnya ke Kantor Urusan Agama.
Pengawasan ini dilakukan dengan menggerakkan penghulu di desa-desa dan
kepala desa, agar setiap perkawinan harus melalui sepengetahuan RT dan RW.
Cara ini layak diterapkan untuk memantau warga yang menikah supaya tercatat di
Kantor Urusan Agama. Selanjutnyaperlu ditingkatkannya kualitas penyelenggaraan
;.Jguscatin (kursus calon pengantin) oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Salah satu upaya

m,_mewujudkan keluarga sakinah tersebut adalah dengan diadakannya Kursus Calon
w

;’engantin (Suscatin) atau kini disebut Kursus Pra Nikah, yaitu pemberian bekal

gengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia
?giikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Perkawinan sirri selalu
i;inengorbankan pihak perempuan. Untuk menjaga keseimbangan itulah, diperlukan
Shukum yang memihak keadilan di antara laki-laki dan perempuan. Jangan ada korban

W
%agi perempuan lagi

nery wisey JureAg ue
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Kelima, perlu efektivitas kerja sama dengan berbagai pihak, seperti LSM,
rganisasi perempuan dan pemerintah supaya melakukan koordinasi. Selama ini

ara LSM dan organisasi perempuan tidak punya payung hukum. Mereka

1y eljdiodeH o

;bergerak sendiri-sendiri tanpa koordinasi dan kurang bisa memberikan pressure ke

n

‘:;gihak-pihak yang melakukan perkawinan sirri. Harusnya LSM, organisasi
gerempuan bergandengan tangan mencegah perkawinan sirri.
2. Upaya yang harus dilakukan apabila telah terjadi perkawinan sirri

Bagi pasangan yang beragama Islam bisa dengan mencatatkan

nNeiy eys

perkawinan dengan itsbat nikah. Bila yang bersangkutan beragama Islam, namun
tak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan akta nikah, dapat
mengajukan permohonan istbat kawin (penetapan/pengesahan nikah) kepada
Pengadilan Agama (Kompilasi Hukum Islam Pasal 7). Namun Itsbat Nikah ini
hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan: 1) Dalam rangka penyelesaian
perceraian; 2) Hilangnya akta nikah; 3) Adanya keraguan tentang sah atau
?daknya salah satu syarat perkawinan; 4) Perkawinan terjadi sebelum berlakunya

ﬁJndang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan; 5) Perkawinan yang

Ehlakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut

é]ndang undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Artinya, bila ada salah
%atu dari kelima alasan di atas yang dapat dipergunakan, dapat segera mengajukan
ki;-;permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Sebaliknya, akan sulit bila tidak
Snemenuhi salah satu alasan yang ditetapkan di atas. Tetapi untuk perkawinan
zrri, hanya dimungkinkan itsbat nikah dengan alasan dalam rangka penyelesaian

ueyn

(perceraian. Sedangkan pengajuan itsbat nikah dengan alasan lain (bukan dalam

neny wisey[ jrred
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ngka perceraian) hanya dimungkinkan jika sebelumnya sudah memiliki akta

d1oyeH ©

awin dari pejabat berwenang. bila telah memiliki akta nikah, harus segera

engurus akta kelahiran anak-anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) atau

Iy e)

-Kantor Catatan Sipil setempat agar status anak tersebut sah di mata hukum. Jika

n

Jpengurusan akta kelahiran anak ini telah lewat 14 (empat belas) hari dari yang
g)elah ditentukan, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan pencatatan
w

Sielahiran anak kepada pengadilan negeri setempat. Dengan demikian, status anak-

E);gnak dalam akta kelahirannya bukan lagi anak di luar kawin.

c

Perkawinan ulang dilakukan layaknya perkawinan menurut agama Islam.
Namun, perkawinan harus disertai dengan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang
berwenang pencatat perkawinan (KUA). Pencatatan perkawinan ini penting agar ada
kejelasan status bagi perkawinan seseorang. Namun, status anak-anak yang lahir dalam
perkawinan bawah tangan akan tetap dianggap sebagai anak diluar kawinkarena
perkawinan ulang tidak berlaku surut terhadap status anak yang dilahirkan sebelum
%erkawinan ulang dilangsungkan. Oleh karenanya, dalam akta kelahiran, anak yang lahir

Eebelum perkawinan ulang tetap sebagai anak luar kawin, sebaliknya anak yang lahir

%]
,_ap,etelah perkawinan ulang statusnya sebagai anak sah yang lahir dalam perkawinan.

Bagi Non Muslim perkawinan ulang dan pencatatan perkawinan. Perkawinan

lang dilakukan menurut ketentuan agama yang dianut. Penting untuk diingat, bahwa

Ajrsgaarun o

sai perkawinan ulang, perkawinan harus dicatatkan di muka pejabatyang berwenang.

§30

alamhal ini diKantor Catatan Sipil. Jika Kantor Catalan Sipil menolak menerima
encatatan itu, dapat digugat diPTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Jika dalam

erkawinan telah lahir anak-anak, dapat diikuti dengan pengakuan anak. Yakni

neny wisey jueds ugirn
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HEH G

engakuan yang dilakukan oleh ayah atas anak yang lahir di luar perkawinan yang sah

1D

enurut hukum. Pada dasarnya, pengakuan anak dapat dilakukan baik oleh ibu maupun

E‘lg

—ayah. Namun, berdasarkan pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

-Perkawinan yang pada intinya menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan
=

Zyang sah tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya hanya kepada ibu dan
g%eluarga ibunya.*® Untuk mendapatkan hubungan perdata yang baru, seorang ayah.
w

@apat melakukan Pengakuan Anak. Namun bagaimanapun, pengakuan anak hanya dapat
?ilakukan dengan persetujuan ibu, sebagaimana diatur dalam pasal 284 KUH Perdata.

Alternatif lain sebagai pendukung terwujudnya tujuan pernikahan antara

lain sebagai berikut:

1. Bagi yang melakukan pernikahan sirri calon suami istri melakukan

perjanjian pernikahan
Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang perjanjian perkawinan, hal ini
diatur dalam Bab VII pasal 45 s.d. pasal 52. Dalam Undang-undang Nomor 1
%ahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam pasal 29. Penjelasan pasal 29
Eersebut menyatakan bahwa perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk taklik talak.

%]
a)alam PMA (Peraturan Menteri Agama) RI., Nomor 20 Tahun 2019 Tentang
(o}

encatatan Perkawinan diatur dalam Bab VI pasal 22 dan pasal 23.%’

]

Perjanjian perkawinan menurut KHI adalah kesepakatan bersama calon

431s19A

uami istri yang harus dipenuhi apabila mereka sudah menikah, tetapi jika salah

tu tidak memenuhi/melanggar perjanjian perkawinan tersebut, maka salah

26Undang—Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
27 . .
Kompilasi Hukum Islam

Nery wisey JIILAG uejng jo



%

3

‘nery Bysns NN Jelem BueA uebunuaday ueyibniaw yepn uedinbuad "q

‘nery )sns NN wizi eduey undede ynjuaq wejep 1wl siny eAiey yninjes neje ueibeqgas jyeAueqiadwsw uep ueywnwnbusw Buele|q 'z
‘yejesew mens uenelun neje iUy uesiinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘Yeiw| efiey uesiinuad ‘ueiijeuad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥ynun eAuey uedinbuad e

£
)

AVIYA VSIS NIN
o/0:
)
=5

zlequins ueMjngeAusiwu Uuep ueywnjuesuaw edue) iul siiny eAlEy yninjas neje uelbeges diynbuasw Buele|q °|

0

Buepun-6uepun 1Bunpulg eydio e

230

AEH ©

atunya bisa meminta untuk membatalkan perkawinannya begitu juga sebaliknya,

ebagai sanksi atas tidak dipenuhinya perjanjian perkawinan tersebut.”®

d19o

Perjanjian perkawinan dalam KHI dirumuskan pasal 45, sebagai berikut :
edua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :
1.) Taklik Talak

Taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria

SNS NIN YItw e}

§etelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang
gigantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang
akan datang pasal 1 huruf e KHI.

Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi
kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh
jatuh, istri harus mengajukan persoalannya kepada Pengadilan Agama. Perjanjian
taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan
tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali
;.? Sighat taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama pasal. 11 ayat (3)

',i’MA Nomor :3 Tahun 1975), Adapun sighat/teks taklik talak yang diucapkan
w

ﬂé’luami sesudah dilangsungkan akad nikah adalah sebagai berikut :

I

Sighat Ta'liq yang terdapat dibuku nikah dalam prosesi pernikahan
lisampaikan oleh seorang suami dihadapan seorang istri, sebagai berikut:

“Bismillahirrahmanirrahim, Pada hari ini... tanggal...saya...bin...berjanji

dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya

2 Jurnal Khatulistiwa-Journal of Islamic Studies, Volume 6, Nomor 1, Maret 2016.

Nery wisey JIIeAG uejjng jo A}Is1aarun d
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bernama...binti... dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) menurut ajaran
Islam.

Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sighat ta'liq sebagai berikut :
Apabila saya :

1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut ;

2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya ;

3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya ; atau

4. Membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan
atau lebih, dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak rida dan
mengadukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila
gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian istri saya
membayar Rp.10.000,-(Sepuluh Ribu Rupiah) sebagai iwad (pengganti)
kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima
uang iwad tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat
Nasional untuk keperluan ibadah sosial.”

Para fuqaha dan ilmuan mempunyai persepsi yang berbeda tentang

danya perjanjian pernikahan ini, Ibn Hazm berpendapat bahwa semua bentuk
aklik talak adalah tidak valid dan tidak akan mempengaruhi kedudukan hukum
atu perkawinan. Karena sebagai sebuah institusi, taklik talak ini tidak diatur
aik oleh Al-Qur'an maupun Sunnah.*’ Taklik talak merupakan warisan penjajah

ntuk mengacaukan kita dan menjatuhkan kita dari agama kita. Alangkah

nery wisey JireAg uejgng go A
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esarnya kerusakan yang terjadi disebabkan taklik yang tidak diridai Allah itu.

elain itu, dengan adanya taklik perempuan merasa mempunyai hak untuk

1810 3BH ©

—menceraikan suaminya. Perasaan ini amat jauh dari kehendak agama yang telah

smemberikan hak talak kepada orang yang lebih teguh pendiriannya, agar talak itu
=

%‘dak menjadi permainan begitu saja. Adapun untuk menjaga serta melindungi
g%aum istri supaya jangan sampai teraniaya oleh suaminya, amat banyak jalannya;
%gama kita cukup mempunyai peraturan-peraturan yang sebaik-baiknya guna
gnelindungi hak dan menjaga keselamatan kaum yang lemah itu.*

Jumhur ulama berpendapat bahwa perceraian yang digantungkan kepada
syarat ini, baik taklik qasami (yang dilakukan melalui sumpah) atau taklik syarti
(yang dilakukan melalui suatu syarat yang umum), adalah metode yang valid
untuk mengakhiri perkawinan karena suami, yang mensyaratkan perceraiannya
kepada suatu kondisi tertentu, tidak menceraikan istrinya semata-mata karena
pengucapan taklik, tetapi menunda perceraiannya tersebut hingga kondisi-kondisi
;.?ang disebutkan terpenuhi.’’ mengatakan bahwa institusi taklik ini, berasal dari
::.dekrit yang dikeluarkan oleh seorang Raja Mataram abad ketujuh belas Masehi.

E’ada masa Belanda, untuk mengatur aplikasinya, pemerintah kolonial
n@engeluarkan Staatsblad 1882 No.152, yang kemudian dilanjutkan oleh
=
Eemerintah Indonesia untuk dipertahankan dan dimodifikasi sedemikian rupa pada
]

Eahun—tahun berikutnya, hingga munculnya peraturan yang paling akhir dari
-

“Menteri Agama No.2 Tahun 1990, di mana taklik talak ini diatur dengan
9 5]

**Sulaiman Rasjid, Figh Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), him408
31Depag RI.,Tahun 2008, Pedoman Penghulu, /oc.Cit
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eterperinci mungkin. ** Ide untuk melindungi istri dalam kehidupan perkawinan

nilah yang mendorong pemerintah untuk mempertahankan institusi ini. Dalam

dio

W el

angka menjaga prinsip perkawinan, yaitu menyulitkan terjadinya perceraian,

spemerintah Indonesia telah berusaha meningkatkan kualitas dan memodifikasi

n

:Z'rnstitusi ini sejalan dengan misi yang dibawa oleh hukum Islam maupun Adat.
?ika dalam era Belanda peraturan tentang taklik talak memasukkan unsur-unsur
%enganiayaan dan pelecehan yang dilakukan oleh suami, era Nasional ini telah
gnenyaksikan beberapa bentuk improvisasi terhadap lembaga ini karena keinginan
Cyang sungguh-sungguh  dari  pemerintah untuk menghindari adanya
penyalahgunaan. Maka, terlihat, misalnya, dalam reformulasi taklik talak tahun
1950, bahwa tindakan memukul istri merupakan satu-satunya tindakan yang dapat
dianggap sebagai bentuk pelecehan, dan karenanya dapat menjadi dasar untuk
jatuhnya perceraian. Sejak tahun 1956, klausa yang sangat spesifik ini telah

dikembangkan kepada bentuk yang lebih umum "menganiaya istri", sehingga

?ndakan apapun yang mendorong kepada pelecahan fisik terhadap istri menjadi

3

fdasar yang kuat untuk perceraian oleh pihak istri .*>

Kompilasi hukum Islam kemudian memandang taklik talak ini bukan

[} dTweys

bagai alasan perceraian, tetapi lebih ditempatkan dalam bab tentang perjanjian

erkawinan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Hal ini dapat dibuktikan dari

ajsTu

akta bahwa taklik talak ini dikategorisasikan dalam Kompilasi bukan di bawah

ST

ab tentang perceraian, tetapi justru berada di bawah bab tentang perjanjian

erkawinan (Bab VII). Lebih dari itu, pasal 46, Paragraf 2 dari Kompilasi tersebut

21pid
*Ibid, hlm. 88
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engatur bahwa perceraian tidak secara otomatis terjadi, jika syarat yang ada

alam taklik talak dipenuhi, tetapi masih digantungkan pada pengaduan yang

w e1dio

ecara sungguh-sungguh diajukan oleh si istri kepada Pengadilan Agama. Sejalan

~dengan pasal ini, maka dapatlah dikatakan bahwa Kompilasi pada kenyataannya

n

%‘dak berlawanan dengan hukum Adat, bahkan, sesungguhnya ekuivalen dengan

g‘iilai-nilai daerah yang terkandung dalam Adat.**

w

= N . I

% 2.) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

g Membuat atau tidak membuat perjanjian perkawinan dalam Islam
=

hukumnya boleh saja, dalam Kompilasi Hukum Islam selain Taklik Thalaq, juga
mengatur mengenai bentuk perjanjian perkawinan yang dikehendaki dalam Islam,
yaitu perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Perjanjian lain dapat berupa percampuran harta pribadi dan pemisahan
harta pencaharian masing-masing. Boleh juga isi perjanjian itu menetapkan
kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi
;.Jaan harta bersama atau syarikat. Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai
::;emisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh
s‘E'T‘nenghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
ié.xpabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut
?éiianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan

]
agewaj iban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.
-

Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik

ng jo

~yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh

*Ibid
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asing-masing selama perkawinan. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut

1D

apat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat

eyd

—perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi

syang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.3 3

=

= Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan

%ihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan
%egawai Pencatat Nikah. Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas
§ersetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di kantor Pegawai
CPencata‘c Nikah tempat perkawinan dilangsungkan. Sejak pendaftaran tersebut,
pencabutan telah mengikat kepada suami istri tetapi terhadap pihak ketiga
pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami istri
dalam suatu surat kabar setempat. Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan
pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan pendaftaran pencabutan dengan
sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga. Pencabutan perjanjian
%erkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat
gebelumnya dengan pihak ketiga. Pasal 51 : Pelanggaran atas perjanjian

—_

s‘é‘)Grkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau
[

n@engajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Pasal 52

=
E' Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga dan keempat,

]
%oleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah
-

Sangga bagi istri yang akan dinikahinya.

*Rahmida Erliyani, Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan (Yogyakarta: K-Media ,
016) him. 77
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Pernikahan sirri tentunya tidaklah sama persis bisa membuat perjanjian

12 )3eH ©

'@erkawinan seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, dalam Kompilasi

e

Hukum Islam sudah dibuat secara baku dan diucapkan setelah akad nikah
ierlangsung, selain Taklik thalaq juga berupa perjanjian lain yang tidak
%ertentangan dengan agama Islam, menurut penulis dalam pernikahan sirri
gerjanjian pernikahan mesti dilakukan sebelum akad pernikahan dilangsungkan,
%alam perjanjian pernikahan sirri dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak,
§aik itu menyangkut tanggung jawab maupun akibat yang akan ditimbulkan dari

pernikahan tersebut.

2. Seorang laki-laki harus memiliki agama dan akhlaq yang benar

Seorang suami merupakan imam dalam rumah tangga, maka seorang
imam merupakan faktor utama akan menentukan terwujud tujuan pernikahan
dalam rumah tangga, waluapun pernikahan sirri sudah disepakati dengan sebuah
??erjanjian perkawinan, namun secara personal terutama pihak laki mesti
f,_mempunyai karakteristik yang yang bisa dijadikan tolak ukur oleh seorang

ﬂ5"aerempuan untuk menjadi kepala dalam rumah tangganya. Dalam hal ini

n&asulullah SAW, Memberikan kriteria suami yang ideal menurut Islam dalam

u

%ebuah hadits Riwayat Ibn Majah:

B |

w s
.
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=
Artinya :
~
c Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Sabur At-Raqqiy, telah

menceritakan kepada kami Abdul Hamid ibn Sulaiman Al-Anshori Akhu Fulaih
Aari Muhammad ibn ‘Ajlan dari ibnu wasimah Al-Mishriy dari Abu Hurairah ra.
cberkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda Apabila datang kepadamu seseorang
ﬁzang kamu senangi agama dan akhlaknya, maka kawinkanlah dia dengan anak
awerempuanmu, jika tidak, niscaya akan mendatangkan fitnah di bumi ini dan
—gkan menimbulkan kerusakan yang mengerikan.36

g Agama merupakan salah salah satu faktor yang sangat penting ditegakkan
dalam rumah tangga, seorang laki yang mempunyai agama yang baik, tentu akan
bisa menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga dengan baik. disamping itu,
Umar bin Khattab RA, seperti dikutip dalam kitab Makarim al-Akhlaq,
mengajarkan kaum perempuan agar memperhatikan kriteria laki-laki calon
suaminya.’’Menurut Umar, kriteria laki-laki secara umum terbagi ke dalam tiga

(golongan. Pertama, laki-laki yang menjaga diri, lemah lembut, cepat berpikir, dan

%nemiliki keputusan yang tepat. Kedua, laki-laki yang ketika dihadapkan pada satu

c::','persoalan akan pergi pada orang yang ahli untuk meminta nasihat dan masukan.

5

AKetiga, laki-laki yang selalu bingung, tidak pintar, dan enggan mendengarkan
&

E)endapat orang lain. Tidak semua perempuan mendapatkan jodoh terbaik seperti

m
&lijelaskan Umar pada kriteria pertama. Karena itu, para ulama menjelaskan
-

Jrinsip-prinsip utama menentukan calon suami sebelum mengarungi bahtera

3

*Muhammad bin ‘Isa Al- Tirmidzi, Al-Ja.mi’ Al-Kabir, (Beirut. Dar Al-Gubar Al-
lami, 2009), juz 3, him. 345

*’Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ubaid Ibnu Abi ad-Dunya, Makarimul
khlag, (Beirut: Daar Al Kutub al Imiyah;1989), him. 327
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mah tangga. Suatu ketika, Imam Hasan bin Ali ditanya oleh seseorang, "Saya

empunya1 seorang anak gadis. Menurut tuan, dengan siapakah sebaiknya ia saya

elgm

—nikahkan? "Nikahkanlah dengan laki-laki yang bertakwa kepada Allah," jawab

sfmam Hasan. "Kalau laki-laki itu mencintai anakmu, ia akan memuliakannya, dan
%alau tidak mencintainya, ia tidak akan menganiayanya," kata Imam Hasan Apa
ﬁang dikatakan oleh Imam Hasan itu merupakan pedoman bagi seorang wali dan
%eorang gadis untuk memilih calon suami yang tepat. Bahwa seorang suami
gamslah sosok yang beriman kepada Allah SWT dan berakhlak mulia, disamping
Citu, para ulama juga menguraikan konsep kufu'. Umumnya, kufu' diartikan
kesepadanan antara suami dan istri, baik status sosialnya, nasabnya, hartanya,
ilmunya, maupun imannya. Akan tetapi, sekelompok ulama berpandangan, unsur
kufu' yang terpenting adalah iman dan akhlak; bukan nasab, harta, dan lainnya.
Hal itu didasarkan pada firman Allah, "Hai manusia, sesungguhnya Kami
menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu

;.?erbangsa-bangsa dan  bersuku-suku supaya kamu saling mengenal.

Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling

w

g)ertakwa di antara kamu." (QS al-Hujurat :13).

:-

c

E

Ay L5; G, L5 ih S5 s KGls G207
) )"“' 9 & VT ¥ s P Gl
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a @ (J&AMQ/! 5 ) e 7RGl ]
Lo o
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e

g

[)

rtinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-
ki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan
ersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang

T4
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an
o
#paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara

%kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S Al-
THujurat: 13)

el

= Ayat itu menegaskan persamaan semua manusia. Tidak seorang pun yang

iébih mulia dari yang lain kecuali karena ketakwaannya. Itu ditunjukkan dengan

=
%nenjalankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah dan kepada sesama manusia.

gbengan demikian, kata Ibrahim Muhammad al-Jamal dalam Figh al-Mar'ah al-
w
g/[uslimah, laki-laki yang saleh, sekalipun ia bukan dari keturunan orang

gerpandang, boleh dipilih sebagai calon suami, begitu pula dengan laki-laki
Cmiskin. Ia boleh dipilih sebagai calon suami, sejauh ia pandai memelihara diri dari
perbuatan-perbuatan keji. Sebaliknya, jika laki-laki itu tidak teguh menjalankan
agamanya, ia tak pantas dijadikan suami oleh Muslimah yang taat. Ibnu Rusyd,
dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid, mengatakan, tidak ada perbedaan pendapat
dalam Mazhab Maliki bahwa jika ada gadis yang dipaksa orang tuanya untuk
menikah dengan laki-laki pemabuk atau fasik, ia berhak menolak. Begitu pula jika
;.?,1 akan dinikahkan dengan laki-laki yang hartanya diperoleh dengan cara-cara
::;ang haram. Pendapat Ibnu Rusyd itu diperkuat dengan kenyataan bahwa orang
gemabuk cenderung kehilangan akal sehat dalam bertindak. Karena itu, ia sangat
glungkin akan melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang membahayakan
?g('eselamatan sang istri. Lantas, bagaimanakah jika seorang Muslimah baru
i;inengetahui kerusakan moral suaminya setelah menikah? Menurut mazhab Hanafi,
%ang istri boleh mengadukan suaminya yang rusak moralnya kepada hakim. Jika si

9 p)
wsuami dipandang telah bertindak keterlaluan karena membahayakan si istri, hakim

1N

ue

(flapat memberikan hukuman yang setimpal, sebagai sarana pendidikan bagi si

neny wisey[ jrred
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m . . . . . . . . . .
Zuami agar memperbaiki perilakunya. Meski demikian, menurut mazhab ini, si
()

éétri tetap belum boleh meminta cerai. Sementara itu, menurut mazhab Maliki, bila
;eorang istri mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya hingga membahayakan
;_k:eselamatannya, ia boleh mengadu ke hakim dan meminta cerai. Namun, hakim
Eoleh mengabulkan permintaan itu, hanya jika ia melihat si istri tidak mungkin

gBisa hidup lebih baik selama dalam ikatan perkawinan tersebut

w
e

A Suami merupakan pemimpin dalam urusan keluarga. Suami merupakan

E);gebagai pelindung bagi perempuan (istri), jadi sudah sepantasnya seorang suami
Cmelindungi, mengasihi, dan menyayangi keluarganya karena laki-laki memiliki
kedudukan tertinggi di dalam keluarga yaitu sebagai kepala keluarga.3 8

Seorang suami bila berbicara dengan istri, seorang suami harus
menggunakan kata-kata yang baik dan ungkapan yang menarik, berbicara dengan
kata- kata yang jelas, pelan, mudah diterima, dan suara lembut namun mudah
didengar. Janganlah berbicara dengan berteriak-teriak, namun jangan pula terlalu

%elan sehingga sulit ditangkap maksudnya.’’

Suami apabila memanggil istrinya hendaklah menggunakan panggilan

CUIE[ST 2]

esukaannya. Karena ini pun merupakan ungkapan kasih sayang dan penguat

I%{]D

linan cinta. Seperti: istriku nan cantik, istriku tercinta, bidadariku, dan

emisalnya. Adalah perilaku yang tidak bisa dibenarkan jika seseorang memanggil

JISIDAT

strinya dengan panggilan yang melukai hati atau menambahkan bersama

A

%Siti Munadiroh, “Konsep Pendidikan Akhlak Istri Terhadap Suami Dalam Kitab Al-
ar"ah Ash- Sholihah Karya KH. Masruhan Al- Maghfuri,” (Salatiga, IAIN Salatiga, , 2018),

SUFIS JO
=]
o

*M. Abdul Halim Hamid, Bagaimana Membahagiakan Istri, Terj. Wahid Ahmadi
Surakarta: PT Era Adicitra Intermedia, 2019), him. 21

118 A
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amanya sifat-sifat yang buruk hanya karena lantaran kesalahan yang pernah

dioyeH ©

—_

-’1akukan.40

Apabila memanggil istrinya hendaklah memanggil dengan panggilan

Mgiiw ey

anja. Karena itu pun dapat menumbuhsuburkan pohon cinta dan hormat, dapat

“smembangkitkan kebahagiaan, melapangkan dada, dan mendendangkan irama

S

ﬁnerdu pada pendengarnya. Dengan rangsangan serupa itu lahirlah berbagai
%ebajikan dari pihak istri sebagai reaksinya. Perlu diketahui bahwa sikap manja
g{dalah bagian dari hiburan yang menyenangkan hati dan dibenarkan Islam,
sebagaimana perilaku Rasulullah Saw. Dalam hal memanjakan istri-istrinya,
beliau selalu memanggil Aisyah dengan suara lembut untuk memanjakannya.

Inilah seberkas cahaya hidayah Rasulullah dalam mempergauli istri, berbicara,

berbincang, dan ketika memanggilnya.”*’

3. Laki-laki Mempunyai Sifat Adil

Problematika yang sering terjadi ketika dilakukannya pernikahan sirri

2}EJS

dalah adanya peluang dan kemudahan untuk pihak laki-laki yang ingin kembali

enikah dengan perempuan lain (poligami), maka agar kewajiban dan tanggung

QAruggsy

awab nya sebagai seorang suami dari pernikahan sirri tetap bisa dijalankan agam

N

lam memberikan  persyaratan seorang suami harus bisa berlaku adil.

ebagaimana Allah sampaikan dalam Qur’an Surat An-Nisaa’ ayat 3:

“Ibid, hlm. 24-26
“Ibid, hlm. 26-27

nery wisey JIIeAg uejng jo A3rggaa
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Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap
u(hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka
gawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat.
;gemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah)
-seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih
%ekat kepada tidak berbuat aniaya.(Q.S. An-Nisa’: 3)

Secara umum ada empat konsep keadilan. Pertama, adil dalam arti
“sama”. Maksud persamaan yang dikehendaki oleh konsepsi tersebut adalah
persamaan dalam hak. Setiap suami wajib melaksanakan keadilan terhadap istri-
istrinya. Dan prinsip keadilan itu ialah persamaan diantara dua yang sama. Dan
persamaan di antara istri-istri itu menjadi hak dari setiap istri, sebagai haknya
dalam statusnya sebagai istri, dan memperhatikan sebab apapun yang

v
fberhubungan dengan dirinya. Karena hubungan suami dengan masing-masing

]

[
Yistrinya itu adalah hubungan suami istri.*?

Konsep adil yang kedua adalah adil yang ditunjukkan untuk pengertian

N drure

-~

‘'seimbang”. Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang didalamnya

ISI9ALU

erdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan

adar terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan syarat ini, kelompok itu dapat

BS Jo-43

ertahan dan berjalan memenuhi kehadirannya. Keadilan ini identik dengan

* AbdulNasirTaufiqal-Attar,PoligamyDitinjauDariSegiAgama,Sosial, danPerundang-
ndangan,(Jakarta:BulanBintang,t.th),hlm. 206

IEAG ue)|

I
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“Resesuaian (keproposionalan), bukan lawan kata kezaliman. Keseimbangan tidak
()
'Eihengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua unit agar seimbang.

Konsep adil yang ketiga adalah adil yang berarti perhatian terhadap hak-

N el

ak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Pengertian
4ni pulalah yang mengandung suatu pemahaman bahwa pengabaian terhadap hak-
w
glak yang seharusnya diberikan kepada pemiliknya dapat dikatakan suatu
B

%ezaliman.

neiy

Konsep adil keempat adalah adil yang dinisbatkan kepada Ilahi. Konsep
adil ini berarti memelihara kewajaran atas keberlanjutan eksistensi, tidak
mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak
kemungkinan untuk itu. Semua wujud tidak memiliki hak atas Allah. Keadilan
[lahi pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya mengandung
konsekuensi bahwa rahmat Allah SWT tidak tertahan untuk diperoleh sejauh

gmahluk itu dapat meraihnya.

Penulis menyimpulkan bahwa adil tidak hanya sebatas dapat dihitung

engan angka-angka yang menjadi bagian setiap masing-masing istri atau yang

@ O1He][ST 3¢

ersifat kuantitatif. Adil dalam poligami itu bersifat kualitatif, seperti kasih

ayang, cinta, perhatian yang semuanya tidak dapat diukur dengan angka-angka.

JATU

aka di sini dibutuhkan sifat adil yang kualitatif bagi setiap istri-istri. Sifat adil

J{.ES.I

ang kualitatif memang sangatlah susah.
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